
Klimaksnya, sang panger-

an harus menyaksikan kon-

disi ketika ayahandanya

meninggal setelah 2 tahun

bertahta. Praktis, putra

mahkota yang masih ber-

usia 10 tahun harus meng-

gantikan kedudukan Sultan,

bergelar Sri Sultan Ha-

mengku Buwono IV.

"Momentum ini upaya kra-

ton untuk merekonstruksi

ulang kisah-kisah Sultan ter-

dahulu. Meskipun kedua

Sultan, yakni Sultan ketiga

dan Sultan keempat meng-

alami kondisi yang sulit,

tetapi berbagai prestasi

dalam pemerintahan mau-

pun pembangunan kebu-

dayaan di kraton turut dis-

umbangkan. Beberapa

masih bisa kita lihat sampai

sekarang, seperti tari

Bedhaya Durmakina, Babad

Ngayogyakarta, maupun

kereta-kereta kebesaran

dari masing-masing Sultan,"

tangkas GKR Bendara,

Penghageng KHP Nitya

Budaya, Kraton Yogyakarta

saat jumpa pers di Ndalem

Poenakawan Yogyakarta,

Senin (17/10).

Pameran ini menjadi tan-

tangan tersendiri bagi kra-

ton dan tim pameran.

Perihal ini dikarenakan

pascaperistiwa Geger

Sepehi (1812), kraton yang

megah harus porak-poran-

da. Benda budaya, keka-

yaan material, hingga

pusaka yang dimiliki kraton

dijarah habis-habisan oleh

prajurit Sepoy.

Sumber-sumber menge-

nai pemerintahan kraton

pada awal abad ke-19

praktis tidak banyak dite-

mukan. Di sinilah kraton

mencoba membaca ulang

sejarah semasa 1812-1822

dan mewujudkannya da-

lam bentuk visual. Kerja

keratif ini dipilih menjadi

media untuk menyelami

pemerintahan Sultan keti-

ga dan Sultan keempat

lebih mendalam.

Penyelenggaraan pa-

meran akan dilaksanakan

di Kompleks Bangsal

Pagelaran, dan secara res-

mi akan dibuka nantinya

pada tanggal 28 Oktober

2022. Berbagai kegiatan

pendukung pameran juga

akan digelar, seperti napak

tilas kediaman putra

mahkota, menjelajahi ruas

penyerangan Geger

Sepehi, hingga berbagai

diskusi dan lokakarya yang

berkaitan dengan tema pa-

meran.

Kraton Yogyakarta seba-

gai institusi budaya, sekali-

gus museum yang inklusif

turut menggandeng komu-

nitas untuk bekerja sama

dalam penyelenggaraan

pameran. Dengan demi-

kian, keterlibatan masyara-

kat dalam upaya meles-

tarikan sejarah dan kebu-

dayaan semakin luas. 

(Dev)-d
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Kraton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem-

berantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ay-

at (1) KUHPidana.

"Hal-hal yang memberatkan perbuatan

kedua terdakwa yakni tidak mendukung

program Pemerintah dalam pemberantas-

an tindak pidana korupsi dan kedua terdak-

wa tidak berterus terang atas perbuatan-

nya. Sedang yang meringankan kedua ter-

dakwa belum pernah dihukum, bersikap

sopan dan menghargai persidangan serta

mempunyai tanggungan keluarga," ungkap

JPU Rudi.

Usai pembacaan tuntutan, Koordinator

Pengaduan Masyarakat dan Monitoring

Peradilan JCW Baharuddin Kamba S yang

rutin mengikuti persidangan menilai  tuntut-

an pidana atas kedua terdakwa terlalu

ringan dan dapat berimplikasi serius, de-

ngan semakin menjauhnya efek jera bagi

pelaku korupsi khususnya pemberi suap. 

"Perkara dugaan suap pengurusan

pendirian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

untuk pembangunan Apartemen Royal

Kedhaton di Kota Yogyakarta menjadi per-

hatian masyarakat. Harapan masyarakat

korupsi diberantas," ungkapnya.

Sementara Hertanto selaku penasihat

hukum terdakwa Oon Nusihono akan

menyiapkan pledoi (pembelaan) pada

sidang berikutnya untuk membantah tuntut-

an jaksa pada kliennya. 

(Vin)-d

Terdakwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Para pengacara Ferdy Sambo membe-

berkan rangkaian dugaan peristiwa keke-

rasan seksual tersebut dalam eksepsi atau

nota keberatan setebal 47 halaman yang

dibacakan sebagai bantahan atas dakwaan

JPU terhadap FS. Pengacara Arman Hanis

menerangkan, kronologis kekerasan sek-

sual yang dialami PC berawal dari rangka-

ian peristiwa sejak 2-4 Juli dan puncaknya

pada 7 Juli 2022. (Ful)-d

Sambo . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Menurut Kapolsek Jetis, AKP

Hatta, kasus tersebut berawal Kamis

(13/10) sekitar pukul 20.00, Adam

Ardiansah (AA) datang ke rumah

Daniel Krismanto (DK) dengan mak-

sud membantu persiapan hajatan

pernikahan adiknya DK. Pada saat

datang AA diajak DK untuk minum

miras oplosan. Waktu itu sudah ada

persediaan 2 botol ukuran 400 ml

dan habis diminum  AA, DK dan Ida

Rusmanto (IR) yang sebelumnya su-

dah ada di tempat DK.

Menyusul Muhammad Ikhsan (MI)

dan Kasihono (Ks) datang dan turut

diajak minum dengan menambah

membeli 3 botol miras lagi, sehingg

ada 5 botol miras yang habis

diminum mereka.

Setelah itu, mereka pulang ke ru-

mah masing-masing.

Kemudian pada Sabtu (15/10) pa-

gi pukul 05.00, MI ditemukan di

rumahnya tidak sadarkan diri dan di-

larikan ke RS Hermina , tetapi siang

harinya MI dinyatakan meninggal

dunia.  Menyusul  Sabtu pukul 20.00,

DK juga mengeluh sakit dibawa ke

RS  Nur Hidayah Jetis, tetapi Minggu

pagi meninggal dunia. 

Minggu pagi IR, AS dan Ks juga di-

larikan ke RSUD Panembahan

Senopati, tetapi IR jiwanya tak terto-

long. Sedangkan AA dan Ks selamat

dan mendapatkan perawatan di RS

Panembahan Senopati.

Hingga kemarin petugas Polsek

Jetis masih melacak asal miras

oplosan yang merenggut tiga nyawa

tersebut. Sementara, petugas Pol-

sek Jetis mengamankan 2 botol

bekas miras oplosan. (Jdm)-d

Tiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

100 Hari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Tradisi program kerja 100 hari pertama

marupakan logika demokrasi. Sebab se-

lama berkampanye dalam pemilu, para

kandidat biasanya mengobral janji ini itu.

Setelah rakyat memilihnya menjadi pe-

menang, rakyat menagih janji-janji itu.

Sebagian rakyat yang tidak memilih

segera mencari-cari celah kesalahan, ke-

kurangan, dan ketidakmampuan

pemimpin terpilih. Masa 100 hari pertama

menjadi ajang pembuktian dan per-

taruhan.

Pertanyaannya kemudian, apakah tra-

disi itu relevan untuk konteks

Keistimewaan Yogya?  Sebab, pengisian

jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

DIY tidak melalui proses demokrasi

prosedural. Sultan dan Paku Alam yang

bertahta ditetapkan menjabat posisi-po-

sisi itu. Layakkah rakyat, para wakil rak-

yat, dan berbagai elemen di Yogya me-

nuntut praktik kepemimpinan 100 hari itu?

Apakah visi-misi dan prioritas-prioritas

program pembangunan yang telah di-

sampaikan Gubernur DIY itu harus

segera terlihat dilaksanakan?

Pertama, kepemimpinan efektif dalam

100 hari pertama adalah fakta dan energi

sejarah Keistimewaan Yogya. Begitu

Sultan HB IX dan PA VIII mendapatkan

Piagam Kedudukan dari Presiden

Soekarno pada 19 Agustus 1945, mereka

langsung gercep (gerak cepat). Hanya

dalam hitungan hari, kedua beliau lang-

sung mengeluarkan Amanat 5

September 1945 yang menegaskan

Keistimewaan Yogya. Lalu mereka ma-

sing-masing mengeluarkan Amanat 30

Oktober 1945. Sungguh merupakan

langkah-langkah cepat, akurat, taktis, dan

terukur. Kebjakan strategis dalam tiga bu-

lan pertama itulah yang membuat Yogya

sangat siap untuk menjadi Ibukota RI se-

lama empat tahun kemudian (1946-

1949).

Kedua, peran wakil rakyat (DPRD) dan

partisipasi rakyat sangat ditekankan

dalam Keistimewaan Yogya (Pasal 5

UUK). Karena itu rakyat di Yogya punya

hak untuk beraspirasi dan mengontrol ke-

pemimpinan eksekutif. Tidak salah bila

rakyat menilai 100 hari kerja pertama itu.

Ketua Komisi A DPRD Eko Suwanto mi-

salnya, tak sungkan-sungkan meminta

supaya Sultan HB X dan PA X yang baru

saja dilantik segera mewujudkan program

pembangunan minimal Rp 1 miliar per-

kalurahan.

Ketiga, kepemimpinan nasional dan

daerah termasuk di DIY harus memiliki

sense of crisis dengan bertindak serba

cekatan. Situasi multikedaruratan saat

ini harus disikapi dengan akselerasi-ak-

selerasi riil. Ungkapan Belanda masih

jauh tidak lagi relevan sebab ancaman

resesi sudah di depan mata. Belum lagi

BMKG sudah sangat gencar mewanti-

wanti soal datangnya bencana bak pen-

curi di tengah malam. Yogya harus siaga

24 jam.

Keempat, gebrakan dalam 100 hari

pertama diperlukan sebab visi-misi

RPJMD DIY 2022-2027 ini merupakan

kelanjutan dari visi-misi RPJMD DIY

2017-2022. Kita perlu me-refresh dan

mengaktualisasi kembali visi Panca Mulia

yang sudah digulirkan sejak 2017 lalu.

Kita membutuhkan penajaman-penaja-

man dan percepatan-percepatan yang

serba baru,

Kelima, dengan memberikan visi-misi

maka sejatinya Gubernur DIY telah men-

goper bola pembangunan ke level

Bappeda, Paniradya, dan OPD di bawah-

nya. Perangkat-perangkat inilah yang

sekarang harus bergerak inovatif dan kre-

atif untuk mencetak gol-gol cepat (quick

win) dalam periode 100 hari pertama ini.  

(Penulis adalah pakar Keistimewaan

Yogya)-d

Sultan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

"Setelah pemeriksaan masih

mungkin ada kekurangan atau

mungkin ada kesalahan. Dari

rekomendasi yang diberikan itu ya kita

selesaikan segera, karena hanya ada

waktu 60 hari sejak disampaikannya la-

poran pemeriksaan. Karena Opini

WTP itu juga bisa diberikan dengan

catatan. Tapi kalau bisa kita lakukan

dengan bagus, agar catatan itu tidak

ada,"ungkap Sultan.

Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen

Perbendaharaan DIY, Arif Wibawa me-

ngatakan, penghargaan yang diberikan

kali ini merupakan penghargaan Opini

WTP buat Pemda DIY yang berhasil

meraihnya 12 kali berturut-turut.

Dengan prestasi yang sudah diraih

tersebut pihaknya berharap, di tahun-

tahun mendatang Pemda DIY maupun

pemerintah kabupaten se-DIY bisa

terus memperoleh Opini WTP.

"Selama ini opini WTP diberikan

karena hasil laporan Pemda DIY sudah

sesuai dengan kriteria dari BPK. Opini

WTP ini adalah opini yang paling tinggi

diberikan dari BPK karena secara

akuntabilitas, penyusunan laporan ke-

uangan sudah sesuai dengan standar

akuntansi pemerintah, termasuk efek-

tivitas pengendalian internal sudah ter-

penuhi," jelas Arif Wibawa.

Arif menuturkan, pemerintah daerah

yang telah berhasil meraih Opini WTP

di atas 10 kali berturut-turut artinya su-

dah menuju pemerintah yang stabil

dan excellent. Hal itu dikarenakan selu-

ruh tata kelola pemerintahan akuntabil-

itasnya sudah tercapai. Selain Pemda

DIY, lima pemerintah kabupaten se-

DIY lainnya juga memperoleh Opini

WTP minimal tujuh kali berturut-turut.

Sedangkan Kepala Badan Pe-

ngelolaan Keuangan dan Aset (BPKA)

DIY Wiyos Santoso menyatakan capa-

ian WTP yang ke-12 kalinya ini berkat

adanya komitmen dari seluruh OPD

Pemda DIY untuk bisa menyelesaikan

laporan tepat waktu sekaligus kebe-

naran yang diungkap dalam laporan

keuangan. Pihaknya justru merasa

yang paling sulit justru memperta-

hankan capaian WTP tersebut karena

hasil pemeriksaan BPK bertambah

ketelitiannya setiap tahunnya.

"Seperti yang tadinya sudah disam-

paikan Ngarso Dalem apabila ada kon-

sensus seperti itu dan dilakukan sesuai

aturan, pasti bisa kita capai.  Karena

hasilnya sudah baik, pastinya mereka

(BPK) akan menggali lagi potensi-

potensi yang mungkin terjadi penyim-

pangan atau ketidaktaatan terhadap

peraturan," tuturnya.

Wiyos menekankan menyikapinya

hal tersebut, dibutuhkan komitmen

OPD agar selalu memperoleh WTP de-

ngan bekerja keras. Sebab BPK pasti

meningkatkan kedalaman pemerik-

saan setiap tahunnya. Apabila per-

mukaannya sudah baik saat ini, maka

BPK akan menggali lebih ke dalam dan

terus berlanjut.

"Jadi sekali lagi yang paling sulit

adalah mempertahankan tidak hanya

untuk ke-12 kalinya saja, tetapi kede-

pannya agar selalu WTP. Upaya terse-

but didukung komitmen kuat mencapai

WTP dari Gubernur DIY sehingga

memacu OPD selalu bekerja paling

baik. Kita juga punya rapot triwulanan

OPD yang mendorong laporan tepat

waktu yang akan diketahui pak

Gubernur sehingga memacu OPD

berprestasi terhadap capaian yang di-

capainya," ungkapnya. 

(Ria/Ira)-d

Pekan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Sambungan hal 1

"Mudah-mudahan sosialisasi bisa

dilaksanakan dengan baik dan lan-

car. Jika sosialisasi cepat selesai,

harapannya IPL bisa segera diter-

bitkan. Karena kalau masih ada

masalah di sosialisasi, IPL belum

bisa terbit. Harus clear dulu,"

ungkapnya.

Baskara Aji menambahkan,

Pemda DIY optimis proses pembe-

basan lahan pembangunan Tol

Yogya-YIA dapat berjalan lancar.

Apalagi dengan adanya pengalaman

pembebasan lahan proyek Tol

Yogya-Bawen maupun Yogya-Solo

yang dalam pelaksanaannya relatif

lancar dan tidak memiliki kendala

berarti. Dengan pengalaman terse-

but, kemungkinan terjadinya konflik

sosial seperti dalam proyek pemba-

ngunan Bandara YIA di Kulonprogo

beberapa tahun lalu diharapkan bisa

diminimalisasi. 

Menurut Sekda DIY, sebelum

menentukan trase tol, Pemda DIY ju-

ga sudah berkomunikasi dengan

Pemkab serta warga terdampak un-

tuk menjaring masukan. Dari situ su-

dah diperoleh kesepakatan bahwa

jalur tol sebisa mungkin menghindari

permukiman padat penduduk, pe-

makaman, pasar, hingga cagar bu-

daya.

"Jadi desain trase Tol Yogya-YIA

sudah final sehingga Pemda DIY

tinggal berfokus untuk melakukan so-

sialisasi terkait pembebasan lahan

milik warga terdampak. Kami sudah

berkoordinasi juga dengan kabupa-

ten, kapanewon dan mendengarkan

masukan dari masyarakat. Memang

soal kemungkian ada yang setuju

atau belum setuju kita akan jelaskan

sejelas-jelasnya bagaimana proses

pembebasan lahan. Dengan begitu

bisa tercipta suatu kesepakatan," te-

rangnya.

(Ria)-d

KR-Ronny SV

DIPLOMASI: Mantan Dubes RI untuk UAE dan Rusia serta Konjen RI di Melbourne,
Wahid Supriyadi, meluncurkan bukunya berjudul 'Diplomasi Ringan dan Lucu' di
Punakawan Cafe, Yogya, Senin (17/10). Buku yang bercerita pengalaman Wahid sebagai
diplomat tersebut dikupas oleh Wakil Ketua Kadin DIY Robby Kusumaharta dan
wartawan 'KR' Ronny Sugiantoro. Wahid Supriyadi (tengah) bersama peserta diskusi.


